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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah ikatan hidup bersama yang sah antara suami dan 

istri, didasarkan pada kesetaraan moral dan hukum, dengan cinta, hormat dan 

saling pengertian sebagai dasar pembentukan keluarga.1 Akibat hukum dari 

perkawinan adalah terciptanya hubungan nasab dengan anak-anak yang lahir 

dari ikatan tersebut. Dalam pandangan Islam, kemurnian nasab sangat penting, 

sebab hukum Islam erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum 

perkawinan maupun kewarisan, yang mencakup hak-hak perdata seperti hak 

nasab, hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris. Bahkan, konsep kemahraman 

atau larangan menikah dengan kerabat dekat dalam Islam dipengaruhi oleh 

hubungan kekerabatan atau perkawinan. bersamaan dengan anjuran untuk 

menikah, hukum Islam melarang zina, karena perbuatan tersebut mengganggu 

keabsahan nasab.2 

Dengan demikian, nasab merupakan karunia besar yang diberikan Allah 

SWT kepada hamba-Nya yang selalu menaati perintah-Nya dan tidak berlaku 

bagi orang yang melahirkan anak dengan cara perzinaan. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan buku I Kompilasi Hukum Islam tentang

 
1 Avdu illa ih Roba ij, “Ma irriaige i According to thei Isla imic La iw (Sha iria i) a ind thei Se icu ila ir La iw,” 

Pe irspe ictive is of La iw a ind Pu iblic Administra ition 10, no. 2 (2021), 21. 

 
2 M. Nuiruil Irfain, Naisa ib & Staitu is Anaik Daila im Huiku im Isla im (Ja ika irta i: Amzaih, 2012), 14-

15. 



 
 

Perkawinan, istilah nasab anak dalam kedua peraturan tersebut disebut dengan 

Asal-usul anak. Dengan menetapkan asal-usul seorang anak maka secara tidak 

langsung pula menetapkan kedudukan anak tersebut. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Isra/17:32 

واا وَلَا رَبُ قْ  َ اناَ إِّنَّهاُ ا االز ِّناَ ت ة ا كَ شَ احِّ اءاَ فَ بِّيل ا وَسَ     سَ

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan 

keji dan jalan terburuk”.3 

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara dua orang 

yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Hal ini tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang 

menyatakan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan 

oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah 

dengan laki-laki yang telah membuatnya melahirkan anak dalam 

kandungannya.4 Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak 

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”.  

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda:5 

 
3 De ipa irte ime in Agaima i RI, Al-Qu ira in dain Te irjeima ih (Ja ika irtai: Pu istaika i Al- Mu ibin, t.t), 397. 

 
4 Fe illy Annisa i Fuiji Agu istin dain Imainuiddin Abil Fidai, “Sta itu is Of Childrein Ou it Of Mairrie id 

In Fiqih Peirspe ictive i And Positive i La iw In Indoneisia i,” t.t., 52. 

 
5 Ha idits, Ma ikta iba itui a il-Ma i’airif Riya idh (Riyaidh, 1994), 2113. 



 
 

ثَ نَا بَةاُااحَدَّ ثَ نَاااقُ تَ ي ْ اللَّّاُااصَلَّىااااللَِّّّااارَسُولاَاأَنَّاااجَد ِّهِّاااعَناْاأبَِّيهِّاااعَناْااشُعَيْب ااابْنِّاااعَمْرِّوااعَناْالَِّيعَةاَااابْناُااحَدَّ ا
اَاااقاَلاَااوَسَلَّماَااعَلَيْهِّا ُرَّة اااعَاهَراَاارَجُل اااأيُّم أبَوُااقاَلاَاايوُرَثاُااوَلَااايرَِّثاُاالَاازِّناَااوَلَداُاافاَلْوَلَداُااأمََة ااأوَاْابِِّ ا

عِّنْداَااهَذَاااعَلَىاوَالْعَمَلاُااشُعَيْب ااابْنِّاااعَمْرِّوااعَناْااالَْْدِّيثاَااهَذَاااالَِّيعَةاَااابْنِّاااغَيْاُاارَوَىااوَقَداْااعِّيسَى ا
أبَِّيهِّااامِّناْاايرَِّثاُاالَاااالز ِّناَااوَلَداَااأَنَّاااالْعِّلْمِّاااأهَْلِّا  

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka 

maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi 

juga tidak diwarisi." Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi'ah hadsits ini telah 

diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama 

bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau 

pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Kebebasan 

hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan 

kekuasaan kehakiman, yaitu:6  

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keiadilan,  

b. Tidak seiorangpun teirmasuk peimeirintah dapat meimpeingaruhi atau 

meingarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleih hakim,  

c. Tidak ada konseikueinsi teirhadap pribadi hakim dalam meinjalankan tugas 

dan fungsi yudisialnya. 

Beirdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Keikuasaan Keihakiman Pasal 53, beirbunyi: 

 
6 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 



 
 

(1) Dalam meimeiriksa dan meimutus peirkara, hakim beirtanggung jawab atas 

peineitapan dan putusan yang dibuatnya. 

(2) Peineitapan dan putusan seibagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus meimuat 

peirtimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum 

yang teipat dan beinar. 

Inilah yang me injadi dasar hukum bagi seiorang hakim dalam 

meilaksanakan tugasnya meimutuskan suatu pe irkara, yaitu harus didasarkan 

pada beirbagai peirtimbangan yang dapat diteirima seimua pihak dan tidak 

meinyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang beirlaku, yang diseibut deingan 

peirtimbangan hukum atau leigal reiasoning. Bagi hakim, leigal reiasoning ini 

beirguna seibagai panduan dalam meimpeirtimbangkan keiputusan suatu kasus. 

Seibeilum meinjatuhkan putusan, seiorang hakim harus meimpeirhatikan seirta 

meingusahakan agar keiputusan yang akan dijatuhkan nanti tidak beirpoteinsi 

meinimbulkan peirkara baru.7 Namun, pendapat hakim tidak selalu seragam. 

Perbedaan pandangan di antara hakim dapat terjadi dalam proses penetapan 

suatu perkara. 

Di Indoneisia yang meineirapkan sisteim hukum Eropa Kontineintal, 

istilah disseinting opinion masih sangat jarang dikeinal. Keitika peirtama kali 

muncul, disseinting opinion beilum meimiliki landasan yuridis formal kareina 

hanya beirdasarkan praktik yang beirkeimbang di kalangan hakim. Landasan 

yuridis formal peirtama untuk disseinting opinion dipeiroleih dalam Undang-

 
7 Alva i Dio Ra iyfindraita ima i, “Ke ibeiba isa in Ha ikim Daila im Meinja itu ihka in Puitu isa in Di 

Pe inga idilain,” Birokraisi: Ju irna il Ilmu i Hu ikuim Da in Ta ita i Ne igaira i 1, no. 2 (2023): 6–7. 



 
 

Undang Nomor 4 Tahun 1998 teintang Keipailitan, dan teirdapat lima putusan 

Peingadilan Niaga yang meimuat disseinting opinion. Peingaturan meingeinai 

disseinting opinion keimudian diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang 

Keihakiman, yaitu Undang-Undang Keikuasaan Keihakiman dan Undang-

Undang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman, Pasal 19 ayat 

(4) dan ayat (5) meingatur teintang disseinting opinion yaitu pada ayat (4) 

diseibutkan bahwa didalam sidang peirmusyawaratan seitiap hakim wajib 

meinyampaikan peirtimbangan atau peindapat te irtulis teirhadap peirkara yang 

seidang dipeiriksa dan meinjadi bagian yang tidak teirpisahkan dari putusan. 

Seidangkan pada ayat (5) diseibutkan bahwa dalam hal sidang peirmusyawaratan 

tidak dapat dicapai mufakat bulat, peindapat hakim yang beirbeida wajib dimuat 

dalam putusan.8 

Peinulis meineimukan Peineitapan te intang peirmohonan asal-usul anak 

Nomor 23/Pdt.P/2023PA.Plh, dalam duduk peirkaranya Peimohon I dan 

Peimohon II teilah meinikah pada tanggal 25 Juni 2022 yang dilaksanakan oleih 

peinghulu tidak reismi dan ayah kandung Peimohon II seibagai walinya. Dan 

disahkan meilalui sidang peirmohonan itsbat nikah di Peingadilan Agama 

Peilaihari deingan Kutipan Akta Nikah Nomor: 541/51/XII/2022 tanggal 26 

Deiseimbeir 2022 yang dikeiluarkan oleih Kantor Urusan Agama Keicamatan 

Peilaihari Kabupatein Tanah Laut. Yang mana para Peimohon beirmaksud heindak 

 
8 Ha inggai Praija ita ima i, “Ke iduidu ika in Disse inting Opinion se ibaiga ii Upaiya i Keibe iba isa in Ha ikim 

Untu ik Meinca iri Ke ia idilain di Indoneisiai,” Ju irna il Ve irste ik 2, no. 2014 (2014): 44  



 
 

meimbuat akta keilahiran bagi anak meireika, akan teitapi yang beirwe inang untuk 

meimbuat akta keilahiran meinolak untuk meimbuatkannya. Kareina anak para 

Peimohon lahir pada tanggal 22 Juni 2022 seibeilum dilangsungkannya 

peirnikahan siri oleih para Peimohon.  

Keimudian pada peirtimbangan asal-usul anak teirjadi peindapat beirbeida 

(disseinting opinion) dari Keitua Majeilis Hakim deingan Hakim Anggota I dan 

Hakim Anggota II. Yang mana Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II 

meingkateigorikan bahwa anak dari Peimohon I dan Peimohon II adalah anak 

yang lahir tanpa adanya peirkawinan atau anak hasil zina. Meingeinai keidudukan 

anak tanpa adanya peirkawinan, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II 

seipeindapat deingan fatwa Majeilis Ulama Indoneisia Nomor 11 Tahun 2012 

teintang Keidudukan Anak Hasil Zina dan Peirlakuan teirhadapnya bahwa anak 

hasil zina tidak meimpunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah 

deingan leilaki yang meingakibatkan keilahirannya. Anak teirseibut hanya 

meimiliki hubungan nasab, waris dan nafaqah deingan ibunya dan keiluarga 

ibunya. Maka dari itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II meinolak 

peirmohonan pe ineitapan asal-usul anak yang diajukan oleih, kareina anak teirseibut 

tidak teirbukti seibagai anak sah dari para Peimohon.   

Beirbeida deingan Keitua Majeilis yang mana dalam peirtimbangannya 

meingabulkan peirmohonan asal-usul anak teirseibut dan beirpeindapat bahwa 

tujuan utama hukum Islam (maqashid syariah) yaitu meireialisir keimaslahatan 

manusia deingan meimeinuhi keibutuhan pokoknya (dhoruriyah) dan meimeinuhi 

keibutuhan seikundeirnya (hajiyah) seirta ke ibutuhan peileingkap (tahsiniyah) 



 
 

masyarakat. Hukum juga harus meingusahakan keibahagiaan maksimal bagi 

seitiap individu yang meirupakan standar eitik dan yuridis dalam keihidupan 

sosial seibagaimana Pasal 281 Ayat 1. Beirdasarkan peirtimbangan hukum diatas 

deingan meimpeirhatikan peititum subsideir para Peimohon, maka Keitua Majeilis 

beirpeindapat bahwa Peirmohonan dari para Peimohon dapat dikabulkan seibagian 

dan meinyatakan anak teirseibut adalah anak (biologis) para Peimohon. 

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah peinulis uraikan diatas, maka 

peinulis teirtarik untuk meilakukan peineilitian le ibih jauh teirhadap Penetapan 

Nomor 23/Pdt.P/PA.Plh yang didalamnya terdapat pendapat berbeda 

(dissenting opinion) oleh hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak 

tersebut, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi 

dengan judul: “Analisis Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Plh Tentang 

Permohonan Asal-Usul Anak”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Pelaihari dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh 

teintang peirmoihoinan asal-usul anak?  

C. Tujuan Peineilitian 

Beirdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peineilitian ini 

adalah seibagai beirikut:  



 
 

1. Untuk meingeitahui peirtimbangan hukum yang digunakan hakim 

Peingadilan Agama Peilaihari untuk meineitapkan peirkara dalam 

Peineitapan No imoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh teintang peirmoihoinan 

asal-usul anak. 

D. Signifikansi Peineilitian 

Adanya tujuan yang heindak dicapai dalam peineilitian ini, maka 

diharapkan dapat meimiliki keigunaan dan beirmanfaat untuk praktisi Peingadilan 

Agama, akadeimisi seirta masyarakat, diantaranya seibagai beirikut: 

1. Seicara Teioiritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kointribusi untuk 

peirkeimbangan ilmu hukum teirutama di bidang Hukum Keiluarga Islam 

seirta meinjadi sumbangan peimikiran meingeinai peirmasalahan asal-usul 

anak di Peingadilan Agama dan dapat dijadikan reifeireinsi untuk 

peineilitian di masa akan datang. 

2. Seicara Praktis 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan manfaat bagi para 

praktisi hukum dalam memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar 

pengadilan, selanjutnya untuk masyarakat umum dalam memperluas 

pengetahuan dan meningkatkan kualitas kehidupan seirta bagi para 

akadeimisi sebagai salah satu infoirmasi dalam peingeimbangan maupun 

peineilitian seijeinis. 



 
 

E. Deifinisi Opeirasioinal 

Ada banyak aspeik dalam Peineitapan Peingadilan Agama teintang Asal-

usul Anak, maka peinulis meimbatasi diri deingan hanya meilakukan peineilitian 

pada salah satu aspeik saja, batasan yang dibeirikan peinulis beirtujuan untuk 

meinyeiragamkan peimahaman guna meinghindari keisalahpahaman peimbaca 

dalam peineilitian ini, maka peinulis meimbeirikan batasan seibagai beirikut: 

1. Analisis 

Dalam Kamus Beisar Bahasa Indo ineisia (KBBI), analisis 

diartikan se ibagai peinye ilidikan te irhadap suatu peiristiwa, karangan, 

tindakan, atau hal lainnya untuk meingeitahui keiadaan yang seibeinarnya, 

teirmasuk latar beilakang masalah, peinyeibab, atau fakto ir teirkait lainnya.9 

Analisis yang dimaksud peinulis adalah analisis peineitapan teintang 

peirmoihoinan asal-usul anak dalam Peineitapan Noimoir 

23/Pdt.P/2023/PA.Plh. 

2. Peineitapan 

Peineitapan adalah salah satu pro iduk hukum Peingadilan Agama 

dalam me imeiriksa, meingadili, dan me inyeileisaikan peirkara. Pe ineitapan 

meirupakan keiputusan atas suatu pe irmoihoinan dan beirtujuan untuk 

meineitapkan suatu ko indisi atau suatu status te irteintu bagi diri 

peimo ihoin.10 Meinurut M. Yahya Harahap pe ineitapan adalah ke iputusan 

 
9 Pu isa it Pe imbina ia in da in Peinge imba ingain Ba ihaisa i, Ka imu is Be isa ir Baiha isa i Indoneisia i (Ja ika irta i: 

Ba ila ii Pu istaika i, 1995), 37. 

 
10 Su idirma in, Huiku im Aca ira i Pe ingaidila in Agaima i (Su ila iwe isi Seila ita in: IAIN Pa ire ipa ire i 

Nu isa inta ira i Pre iss, 2021), 120. 

 



 
 

yang dike iluarkan Peingadilan dalam me inangani peirkara peirmoihoinan. 

Peineitapan ini muncul seibagai hasil dari peingajuan Peimoiho in yang tidak 

meimiliki lawan, se ihingga isi dari pe ineitapan teirseibut tidak pe irnah 

beirsifat me inghukum, meilainkan hanya beirsifat me inyatakan 

(deiclarato iriei) atau meinciptakan (coinstituto iirei).11 Jadi peineitapan 

meirupakan hasil dari pro iseis peimeiriksaan peirkara yang dituangkan o ileih 

majeilis hakim seicara teirtulis, peineitapan yang dibahas pada pe ineilitian 

ini adalah Pe ineitapan No imoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh te intang 

peirmo ihoinan asal-usul anak. 

3. Peirmoihoinan 

Peirmoihoinan adalah surat yang diajukan Peimo ihoin keipada 

Peingadilan beirisi peinjeilasan peiristiwa dan tuntutan hak yang tidak 

meingandung seingkeita (undisputeid peititioin). Dalam peirmoihoinan, 

hanya teirdapat satu pihak, yaitu Peimoihoin. Namun deimikian, pihak 

Peimoihoin dapat teirdiri dari satu oirang atau leibih yang meimiliki 

keipeintingan hukum yang sama.12 Peirmoihoinan yang dibahas dalam 

peineilitian ini adalah peirmoihoinan asal-usul anak yang diajukan oileih 

Peimoihoin I dan Peimoihoin II keipada Peingadilan Agama Peilaihari untuk 

meingabulkan asal-usul anak. 

4. Asal-Usul Anak 

 

 
11 Erfainia ih Zuihria ih, Peira idila in Agaima i Indoneisia i Se ijaira ih, Konse ip dain Praiktik di 

Pe ingaidila in Agaima i, 2 e id. (Maila ing: Se ita ira i Pre iss, 2016), 178. 

 
12 M. Naitsir Asna iwi, Hu ikuim Aca ira i Peirda ita i Te iori, Praiktik dain Peirma isa ila iha innyai di 

Pe ira idila in Umuim da in Peira idila in Aga imai, 4 e id. (Yogyaika irta i: UII Preiss, 2023), 317. 



 
 

Dalam Kamus Beisar Bahasa Indo ineisia (KBBI), asal diartikan 

sebagai permulaan,13 sementara usul diartikan sebagai dasar.14 Anak 

diartikan sebagai keturunan kedua.15 Sehingga asal-usul meingacu pada 

silsilah atau seijarah, seidangkan anak beirarti keiturunan. Jadi, asal-usul 

anak meirujuk pada silsilah seioirang anak dalam keiluarga yang 

dihasilkan dari hubungan bioilo igis antara seioirang pria dan wanita yang 

meilahirkan anak teirseibut seisuai deingan keiteintuan hukum. Asal-usul 

anak meinjadi dasar untuk meineitapkan adanya keimahraman deingan 

ayahnya. 

5. Anak Luar Nikah 

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara 

dua oirang yang tidak meimiliki ikatan peirkawinan yang sah. Hal ini 

teirtuang dalam Undang-undang Noimoir 1 Tahun 1974 teintang 

Peirkawinan Pasal 42 bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau akibat peirkawinan yang sah. Seidangkan anak luar nikah 

adalah anak yang dilahirkan oileih seioirang peireimpuan yang tidak 

meimpunyai ikatan peirkawinan yang sah deingan laki-laki yang teilah 

meimbuatnya meilahirkan anak dalam kandungannya.16  

 
 
13 “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” t.t., 94. 

 
14 “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” 1601. 

 
15 “Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf,” 57. 

 
16 Imainu iddin Abil Fida i, “Sta itu is Of Childre in Ouit Of Ma irrie id In Fiqih Pe irspe ictive i And 

Positive i La iw In Indoneisiai,” 52. 

 



 
 

F. Kajian Pustaka 

Peineilitian ini beirjudul “Analisis Peineitapan Noimoir 

23/Pdt.P/2023/PA.Plh Teintang Permohonan Asal-Usul Anak” kajian pustaka 

dibuat untuk meimbeidakan peineilitian yang dilakukan oileih peinulis deingan 

peineilitian teirdahulu yang meimiliki keimiripan seibagai beirikut: 

1. Skripsi yang ditulis oileih Soifiana (2020) deingan judul “Analisis 

Teintang Asal-Usul Anak Ditinjau Meinurut Hukum Islam (Studi 

Putusan Noimoir 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”.17 Skripsi teirseibut 

meinjeilaskan bahwa teirjadi peirnikahan dibawah tangan deingan 

keilahiran anak kurang dari einam bulan dan meingajukan 

peirmoihoinan asal-usul anak untuk meindapatkan ideintitas anak 

beirupa akta keilahiran.  

Peirsamaan deingan peineilitian peinulis teirleitak pada 

peirmasalahan peirmoihoinan asal-usul anak, seidangkan yang meinjadi 

peimbeida yaitu peineilitian yang dilakukan peinulis adalah deingan 

meilakukan analisis Peineitapan Noimoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang 

didalamnya teirdapat peindapat beirbeida (disseinting o ipinioin) oileih 

hakim. Seidangkan peineilitian teirseibut meineiliti peirtimbangan hakim 

dalam meineitapkan peirkara asal-usul anak dan tinjauan hukum 

Islam teirhadap peineitapan asal-usul anak te irseibut. 

 
17 Sofia ina i, Anailisis Teinta ing Asa il-Usu il Ana ik Ditinja iu i Me inuiru it Hu iku im Isla im (Stu idi 

Pu ituisa in Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl), Skripsi (Se ima ira ing: Fa ikuilta is Sya iria ih Da in Hu ikuim 

Unive irsitais Isla im Ne ige iri Wailisongo Seima ira ing, 2020). 

 



 
 

2.  Skripsi yang ditulis oileih Deiwi Arista Hanifah (2022) deingan judul 

“Analisis Putusan Peingadilan Agama Siak Sri Indrapura Noimoir 

69/Pdt.P/2020/PA.Sak Teintang Peineitapan Asal Usul Anak”.18 

Skripsi teirseibut meimbahas teintang Peimoihoin I yang tidak ada izin 

poiligami dan Peimoihoin II dalam keiadaan beirceirai tidak di sidang 

Peingadilan. Dan peirmasalahan dalam peineilitian teirseibut adalah 

status peirnikahan para Peimoihoin yang tidak seisuai deingan 

keiteintuan Pasal 4 UUP dan Pasal 56 KHI keitika heindak meilakukan 

poiligami seirta Pasal 39 UUP dan Pasal 115 KHI keitika meilakukan 

peirceiraian tidak meilalui sidang di Peingadilan. Oleih kareinanya 

tujuan dari peineilitian teirseibut adalah untuk meinganalisis alasan 

hakim dan akibat hukum dari peineitapan teirseibut.  

Peirsamaan deingan peineilitian peinulis teirleitak pada 

peirmasalahan asal-usul anak, seidangkan yang meinjadi peimbeida 

yaitu peineilitian yang dilakukan peinulis adalah deingan meilakukan 

analisis Peineitapan Noimoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya 

teirdapat peindapat beirbeida (disseinting oipinioin) o ileih hakim. 

Seidangkan peineilitian teirseibut meineiliti teintang meingapa hakim 

meinagbulkan peirmoihoinan teirseibut seidangkan para Peimoihoin 

beilum meinyeileisaikan masalah lain.    

 
18 De iwi Arista i Ha inifaih, Anailisis Pu ituisa in Pe ingaidilain Agaima i Siaik Sri Indra ipu ira i Nomor 

69/Pdt.P/2020/PA.Sa ik Teinta ing Pe ineita ipain Asa il Usu il Ana ik, Skripsi (Ria iu i: Faiku ilta is Sya iria ih Da in 

Hu ikuim Unive irsitais Isla im Ne ige iri Su ilta in Sya irif Kaisim Ria iu i, 2022). 



 
 

3. Skripsi yang ditulis oileih Abdul Roihim (2022) deingan judul 

“Peingeisahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Peineitapan 

Hakim Noimoir 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Peineitapan Noimoir 

40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”.19 Skripsi teirseibut beirtujuan untuk 

meingeitahui apa yang meinjadi peirtimbangan hukum oileih majeilis 

hakim dalam peirkara peingeisahan asal-usul anak luar nikah, yang 

mana dalam keidua putusan teirseibut teirdapat duduk peirkara yang 

sama namun beirbeida dalam peirtimbangan hukumnya. Hasil 

peineilitian dalam skripsi teirseibut meinunjukkan adanya disparitas 

dalam putusan hakim teirhadap Peineitapan Noimoir Noimoir 

151/Pdt.P/2020/PA.Cbn yang mana dalam Peineitapan teirseibut 

hakim meingabulkan peirmoihoinan asal usul anak dan meingacu 

keipada keiteintuan hukum po isitif. Keimudian pada Peineitapan Noimoir 

40/Pdt.P/2017/PA.Bky hakim meinoilak dan me ingacu pada aspeik 

peirlindungan anak.  

Peirsamaan deingan peineilitian peinulis teirleitak pada 

peirmasalahan asal-usul anak, seidangkan yang meinjadi peimbeida 

yaitu peineilitian yang dilakukan peinulis adalah deingan meilakukan 

analisis Peineitapan Noimoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya 

teirdapat peindapat beirbeida (disseinting oipinioin) o ileih hakim. 

Seidangkan peineilitian teirseibut meineiliti teintang teirjadinya disparitas 

 
19 Abduil Rohim, Pe inge isa ihain Asa il-Usu il Ana ik Lu ia ir Nika ih (Dispa irita is Pe ine ita ipa in Haikim 

Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn da in Pe ine ita ipain Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky), Skripsi (Ja ika irta i: 

Fa iku ilta is Sya iria ih Da in Huiku im Unive irsitais Isla im Ne ige iri Sya irif Hida iyaitu illa ih Ja ika irta i, 2022). 



 
 

dalam dua peineitapan yang duduk peirkaranya sama namun beirbeida 

dalam peirtimbangan hukumnya.  

4. Skripsi yang ditulis oileih Yuliza AR (2022) deingan judul “ Asal 

Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor 

0175/Pdt.P/2021/PA.Talu)”.20 Skripsi teirseibut beirtujuan untuk 

meingeitahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam 

mengabulkan permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor 

0175/Pdt.P/2021/PA.Talu serta bagaimana perspektif Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim. 

Skripsi tersebut memiliki 2 (dua) kesimpulan. Pertama, dalam 

mengabulkan permohonan para Pemohon ada beberapa 

pertimbangan Majelis Hakim yaitu  dalam memeriksa dan 

mempertimbangkan materiilnya Majelis Hakim 

mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak yang sah 

berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan 

untuk menetapkan perkawinan bawah tangan para Pemohon 

sebagai dasar penetapan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan 

status perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu. Kedua, 

terdapat pertentangan antara putusan hakim dengan peraturan 

 
20 Yuliza AR, Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor 0175/Pdt.P/2021/PA.Talu), Skripsi (Malang: 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 



 
 

perundang-Undangan yang berlaku, yaitu perkawinan dan 

perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan.  

Peirsamaan deingan peineilitian peinulis teirleitak pada 

peirmasalahan peindapat beirbeida (disseinting oipinioin) oileih hakim 

dalam suatu peirkara, seidangkan yang meinjadi peimbeida yaitu 

peineilitian yang dilakukan peinulis adalah de ingan meilakukan 

analisis Peineitapan Noimoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya 

teirdapat peindapat beirbeida (disseinting oipinioin) o ileih hakim. 

Seidangkan peineilitian teirseibut meineiliti teintang asal-usul anak nikah 

siri dengan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.    

5. Skripsi yang ditulis oileih Ari Rizma Rizkya (2021) deingan judul 

“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal-Usul Anak 

Luar Nikah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Perkara Noimoir 

0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg)”.21 Dalam skripsi teirseibut hakim 

mengabulkan permohonan Pemohon dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum untuk 

menetapkan anak luar nikah sebagai anak para Pemohon. Skripsi 

tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan 

perspektif Wahbah Az-Zuhaili serta untuk mengetahui bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menggunakan Putusan Mahkamah 

 
21 Ari Rizma Rizkya, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penetapan Asal Usul Anak 

Luar Nikah Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg), Skripsi 

(Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021). 



 
 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum 

perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian dalam skripsi 

tersebut pertama, hakim mengabulkan perkara Nomor 

0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg kurang tepat karena dalam memutuskan 

perkara tidak mendasarkan kepada hukum Islam, hanya dengan 

adanya pengakuan para Pemohon dan dua orang saksi dengan bukti 

adanya hubungan darah atau nasab dengan hasil tes DNA. Kedua, 

pertimbangan hakim menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah 

Az-Zuhaili adalah hakim telah salah dalam menerapkan hukum 

karena telah mengenyampingkan hukum Islam yang mana menurut 

Wahbah Az-Zuhaili nasab anak zina hanya kepada ibunya saja.  

Peirsamaan deingan peineilitian peinulis teirleitak pada 

peirmasalahan peindapat beirbeida (disseinting oipinioin) oileih hakim 

dalam suatu peirkara, seidangkan yang meinjadi peimbeida yaitu 

peineilitian yang dilakukan peinulis adalah de ingan meilakukan 

analisis Peineitapan Noimoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh yang didalamnya 

teirdapat peindapat beirbeida (disseinting oipinioin) o ileih hakim. 

Seidangkan peineilitian teirseibut meineiliti teintang penetapan asal-usul 

anak luar nikah dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili.  



 
 

G. Meitoidei Peineilitian 

Meito idei peineilitian meirupakan suatu cara untuk meinyeileisaikan suatu 

masalah ataupun cara meingeimbangkan ilmu peingeitahuan deingan 

meinggunakan meitoide i ilmiah.22 

1. Jeinis dan Peindeikatan Peineilitian 

a. Jeinis peineilitian ini teirmasuk dalam peineilitian hukum noirmatif. 

Dalam bukunya, Nurul Qamar dan Farah Syah Reizah meingutip 

tulisan Soieirjoinoi Soieikantoi dan Sri Mamudji yang meinyatakan 

bahwa peineilitian hukum deingan meineilaah bahan pustaka atau 

data seikundeir diseibut peineilitian hukum noirmatif atau peineilitian 

hukum keipustakaan (library leigal study).23 Peineilitian ini 

meingkaji Peineitapan Pe ingadilan Agama Peilaihari dalam salinan 

Peineitapan Noimoir 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan 

asal-usul anak. 

b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-

Undang (statute approach), yaitu dengan menganalisis seluruh 

peraturan perundang-Undangan dan ketentuan lain yang 

berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.24 Dan 

pendekatan kasus (case approach), yaitu penerapan hukum 

 
22 Jona ie idi Efeindi dain Johnny Ibraihim, Me itode i Pe ineilitia in Hu ikuim Norma itif da in Empiris 

(De ipok: Preina ida i Meidia i Grouip, 2018), 3. 

 
23 Nuiru il Qaima ir dain Fairaih Syaih Re iza ih, Meitode i Peine ilitia in Hu iku im Doktrinail dain Non-

Doktrina il (Ma ika issa ir: CV. Socia il Politic Ge iniu is (SIGn), 2020), 47. 

 
24 Mu ihaiimin, Me itode i Pe ineilitia in Hu ikuim (Ma ita ira im Unive irsity Pre iss, 2020), 56. 

 



 
 

dalam kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Putusan 

atau penetapan tersebut akan menjadi fokus penelitian, kasus 

tersebut bermakna empiris namun dilakukan penelitian secara 

normatif. Kasus tersebut dipelajari terlebih dahulu sebelum 

melakukan analisis terhadap putusan atau penetapan kasusnya, 

sehingga mendapatkan gambaran hukumnya. Sehingga hasil 

dari analisis putusan atau penetapan dapat menjadi masukan dan 

saran.25 Dengan demikian, penulis dapat menyandingkan 

peraturan perundang-undangan dengan melakukan analisis 

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh. 

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

memiliki kekuatan mengikat.26 Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah Penetapan Nomor 

23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 
25 Johnny Ibraihim, Meitode i Pe ine ilitia in Hu ikuim Norma itif da in Empiris, 146–47. 

 
26 Bu irha in Ashshofai, Me itode i Peine ilitia in Huiku im (Ja ika irta i: Rine ika i Cipta i, 2013), 103. 

 



 
 

Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber 

yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer.27 

Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah ada, 

seperti buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian, sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tentang Status Anak di luar Nikah. 

4) Buku yang ditulis oleh Abdul Manan dengan 

judul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di 

Indonesia. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier mencaikup sumber-sumber yaing 

mendukung pemaihaimain baihain hukum primer dain 

sekunder.28 Adaipun baihain hukum tersier yaing digunaikain 

aidailaih Ka imus Hukum dain Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai 

(KBBI). 

 
27 Ashshofa i, 103. 

 
28 Ashshofa i, 104. 

 



 
 

3. Teknik Pengumpulain Baihain Hukum 

Teknik yaing dilaikukain dailaim mengumpulkain baihain hukum 

aidailaih sebaigaii berikut: 

a. Studi dokumen, yaiitu mencaikup pengumpulain sailinain 

penetaipain dairi Pengaidilain Agaimai Pelaiihairi, yaiitu sailinain 

Penetaipain Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentaing 

permohonain aisail-usul ainaik. 

b. Studi pustaikai, yaiitu menelusuri baihain hukum dengain 

membaicai, melihait, mendengairkain maiupun menelusuri di 

internet.29 Penulis laikuka in untuk menemukain baihain hukum 

sekunder. 

4. Teknik Pengolaihain dain Anailisis Baihain Hukum 

a. Pengolaihain Baihain Hukum 

Setelaih pengumpulain, baihain hukum diolaih dengain 

melaikukain pemeriksaiain dain kemudiain diklaisifikaisi, disusun secairai 

sistemaitis, logis, sertai dideskripsikain sesuaii dengain kaiidaih 

penulisain.  

b. Anailisis Baihain Hukum 

Setelaih diolaih, baihain hukum diainailisis secairai deskriptif, 

termaisuk a inailisis terhaidaip Penetaipa in Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh 

 
29 Muikti Fa ija ir dain Yuilia into Achma id, Duia ilisme i Pe ine ilitia in Hu ikuim Norma itif da in Empiris 

(Yogyaika irta i: Pu ista ika i Pe ila ija ir, 2010), 157. 



 
 

tentaing permohonain aisail-usul ainaik, dengain menyaindingkain baihain 

hukum laiin aigair mendaipaitkain pemaihaimain yaing lebih jelais. 

H. Sistemaitikai Penulisain 

Penyusunain penelitiain ini terbaigi menjaidi 5 (limai) baib dain tersusun 

secairai sistemaitis yaing paidai tiaip-tiaip baib menguraiikain pembaihaisain tersendiri 

dain sailing berkaiitain. Sistemaitikai penulisain ini saingait penting untuk 

mempermudaih pembaicai mengetaihui isi aitaiu maiteri dairi skripsi yaing aikain 

ditulis sebaigaii berikut: 

Baib I yaiitu pendaihuluain yaing berisikain gaimbairain penelitiain ini berupa i 

laitair belaikaing maisailaih yaing dibuait rumusain maisailaih dain aikain menjaidi tujuain 

penelitiain. Signifikainsi penelitiain yaing memaipairkain kegunaiain dairi penelitiain, 

definisi operaisionail dibuait untuk mempersempit istilaih umum yaing dipaikaii 

sesuaii dengain penelitiain, kaijiain pustaikai yaing berisikain penelitiain-penelitiain 

terdaihulu ya ing dijaidikain sebaigaii informaisi dain pembedai dengain penelitiain ini, 

keraingkai teori berupai teori-teori yaing dipaikaii dailaim penelitiain dain metode 

penelitiain menjelaiskain laingkaih yaing dilaikukain penulis dailaim penelitiain ini dain 

yaing teraikhir sistemaitikai penulisain. 

Baib II yaiitu gaimbairain umum tentaing peraiturain/putusain pengaidilain. 

Penetaipain yaing dimaiksud aidailaih Penetaipain Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh 

mengenaii permohonain aisail-usul ainaik mulaii dairi gaimbairain umum yaing berisi 

peristiwai hukum dain petitum, pertimbaingain hukum Maijelis Haikim dain Amair 

Penetaipain dalam perkara tersebut.  



 
 

Baib III yaiitu kaijiain dain pemetaiain pokok baihaisain yaing memuait teori 

kedudukain ainaik di Indonesiai berda isairkain hukum positif dain hukum Islaim, 

daisair penetaipain dain pembuktiain aisail-usul ainaik sertai dissenting opinion dailaim 

sistem peraidilain Indonesiai.  

Baib IV yaiitu pembaihaisain dain ainailisis yaing membuait secaira i 

keseluruhain pembaihaisain yaing aika in menjaiwaib rumusain maisailaih kemudiain di 

ainailisis dain berhubungain dengain laindaisain teori.  

Baib V yaiitu penutup yaing aikain membaihais mengenaii simpulain dain 

sairain dailaim penulisain skripsi ini. Dailaim baib ini penulis memberikain simpulain 

dain sairain sebaigaii maisukain pemikirain terha idaip haisil penelitian yang sudah 

dilakukan.  


